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ABSTRAK 
Bagaimana penarapan regulasi terkait sanksi tentang alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga 

kampanye Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas norma hukum dengan memberikan sanksi tegas atas 

palanggaran pemasangan alat peraga sosialisasi politik yang menyerupai alat peraga kampanye diluar masa 

kampanye.Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap 

bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode 

penelitian normatif mengkaji kekosongan regulasi tentang alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga 

kampanye dilakukan dengan menganalisis norma hukum yang berlaku, pasal tersebut hanya menjelaskan terkait 

larangan namun tidak dijelaskan terkait sanksi apabila peraturan itu dilanggar. Larangan ini menjadi tidak efektif. 

penerapan sanksi tegas,Kekosongan regulasi ini bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan, seperti penyebaran 

informasi yang tidak seimbang atau manipulatif yang tidak terdeteksi sebagai bagian dari kampanye politik resmi. 

Oleh karena itu, penting untuk ada peraturan yang lebih jelas yang membedakan jenis-jenis alat peraga ini, serta 

menetapkan batasan dan pengawasan yang ketat agar praktik-praktik yang tidak sah dapat diminimalisasi, pemilu 

berlangsung secara adil dan transparan 

 

Kata kunci: Kekosongan Regulasi; Alat Peraga Sosialisasi Politik; Alat Peraga Kampanye. 

 

ABSTRACT 
How to apply regulations related to sanctions on socialization props that resemble campaign props To 

minimize violations of legal norms by providing strict sanctions for violations of the installation of political 

socialization props that resemble campaign props outside the campaign period. This type of research is normative 

juridical, namely research based on analysis of library materials as data sources, several legal principles and 

several legal theories and laws and regulations related to the problems that will be discussed in this study. The 

normative research method examines the lack of regulations on socialization props that resemble campaign props 

by analyzing applicable legal norms, the article only explains the prohibition but does not explain the sanctions if 

the regulation is violated. This prohibition becomes ineffective. application of strict sanctions, This lack of 

regulation can lead to potential abuse, such as the dissemination of unbalanced or manipulative information that is 

not detected as part of an official political campaign. Therefore, it is important to have clearer regulations that 

distinguish between these types of props, as well as set strict limits and supervision so that unauthorized practices 

can be minimized, elections take place fairly and transparently 

 

Keywords: Regulatory Void; Political Socialization Tools; Campaign Tools. 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Indonesia telah diperhadapkan dengan pelsta Delmokrasi ylang akan disellelnggarakan telpatnyla pada 14 Felblruari 

2024. Pada pelsta delmokrasi kali ini adalah pelmilihan umum atau bliasa diselblut delngan pelmilu, dimana rakylat akan 

melmilih para pelmimpin blangsa dalam lima tingkatan selkaligus dalam satu waktu ylaitu Pelmilihan Prelsideln dan 

Wakil Prelsideln, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kablupateln/Kota. Sosialisasi politik melrupakan 

suatu prosels blagaimana melmpelrkelnalkan sistelm politik pada selselorang dan blagaimana orang telrselblut melnelntukan 

tanggapan selrta relaksi-relaksinyla telrhadap geljala-geljala politik. Sosialisasi politik juga dapat diartikan selblagai 

prosels dimana individu melmpelrolelh pelngeltahuan, kelpelrcaylaan dan sikap politik. Pelndidikan politik dan sosialisasi 
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politik harus dilalui warga nelgara agar melrelka melmiliki kelpribladian politik ylang diharapkan melmblelri kontriblusi 

positif blagi pelmblangunan blangsa dan nelgara Indonelsia selrta melnjadi pelmain utama dalam melngarahkan arus 

politik globlal (ELlylas dkk, 2020) 

Sosialisasi politik adalah suatu prosels melmpelrkelnalkan sistelm politik pada selselorang, dan blagaimana orang 

telrselblut melnelntukan tanggapan selrta relaksi-relaksinyla telrhadap geljala-geljala politik (Rush dkk, 2007:25). Dalam 

hal ini sosialisasi melrupakan suatu prosels peldagosis (prosels pelndidikan), atau suatu prosels pelmbludaylaan insan-

insan politik. Prosels ini melliblatkan blanylak orang, blaik dari gelnelrasi tua maupun dari gelnelrasi muda. Sosialisasi 

politik melmiliki blelblelblelrapa ageln atau sarana politik. Salah satunyla ylaitu selkolah, selkolah melrupakan sarana 

sosialisasi politik sellain, partai politik, kelluarga dan kellompok profelsi. Selhingga selkolah melmiliki pelran ylang 

sangat blelrpelngaruh telrhadap pelningkatan partisipasi politik pada pelmilih, telrutama pada pelmilih pelmula. 

(Rahman, 2017). 

Seldangkan kampanylel adalah suatu program ylang dirancang unntuk melndukung pelsta rakylat delngan tajuk 

pelmilihan umum. Kampanylel melrupakan ajang melmpromosikan dan melngelnalkan diri dan melnylampaikan idel dan 

gagasan blelrupa visi dan misi. Pelngelrtian kampanylel selcara umum adalah selbluah blelntuk komunikasi delngan tujuan 

melngelnalkan, melmpromosikan atau melmpubllikasikan blelblelrapa hal ylang blelrtujuan untuk melrelblut kelpelrcaylaan 

masylarakat. Pelsan dan informasi pada saat blelrkampanylel bliasanyla blelrisi kelunggulan dari seltiap individu atau lelblih 

blelrsifat pelrsonal. Jadi intinyla blahwa prosels kampaylel itu adalah prosels ylang pelnting, jadi dikalau prosels ini 

dilelwati atau tidak dilakukan delngan blaik maka dapat di simpulkan tokoh politik akan sulit untuk dikelnal olelh 

halaylak blanylak (Corputtyl, 2019). Melnurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telntang pelmilihan umum 

Kampanylel Pelmilu adalah kelgiatan Pelselrta Pelmilu atau pihak lain ylang ditunjuk olelh Pelselrta Pelmilu untuk 

melylakinkan Pelmilih delngan melnawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Pelselrta Pelmilu.  

Seljak relformasi 1998, dinamika sosial politik di Nelgara ini cukup blelrwarna. Keltika dihublungkan delngan 

prosels pelmilu, maka seltiap kandidat atau calon akan mellakukan kampanylel politiknyla delngan tujuan selblagaimana 

tellah diselblutkan di atas. Dalam blelblelrapa kasus melmang kadang kita mellihat adanyla prosels kampanylel ylang tidak 

selhat. Pelnggunaan cara-cara radikal ylang blarangkali karelna adanyla salah paham atau selblabl lain kadang telrjadi. 

Melski delmikian, jumlahnyla rellatif kelcil. Prosels kampanylel politik di Indonelsia seljauh ini masih dapat diblilang 

wajar dan seljalan selblagaimana melstinyla (Fatimah, 2018). 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pelnellitian ini ylaitu “blagaimana pelnarapan relgulasi telrkait sanksi telntang alat pelraga 

sosialisasi ylang melnylelrupai alat pelraga kampanylel?” 

 

Tujuan Pelnellitian 

Pelnellitian ini blelrtujuan untuk melminimalisir telrjadinyla pellanggaran atas norma hukum delngan melmblelrikan 

sanksi telgas atas palanggaran pelmasangan alat pelraga sosialisasi politik ylang melnylelrupai alat pelraga kampanylel 

diluar masa kampanylel. 

 

MELTODEL PELNELLITIAN 

 
Jelnis pelnellitian ini adalah yluridis normatif, ylaitu pelnellitian ylang didasarkan pada analisis telrhadap blahan-

blahan kelpustakaan selblagai sumblelr data, blelblelrapa asas hukum dan blelblelrapa telori hukum selrta pelraturan 

pelrundang-undangan ylang blelrkaitan delngan pelrmasalahan ylang akan diblahas dalam pelnellitian ini (Huda dkk, 

2022). Meltodel pelnellitian normatif untuk melngkaji kelkosongan relgulasi telntang alat pelraga sosialisasi ylang 

melnylelrupai alat pelraga kampanylel dilakukan delngan melnganalisis norma-norma hukum ylang blelrlaku, blaik ylang 

telrtulis maupun tidak telrtulis, untuk melnilai keltidakjellasan atau kelkosongan dalam pelmblatasan pelnggunaan alat 

pelraga telrselblut. 

 

HASIL DAN PELMBLAHASAN 

 
Pelmilihan Umum (Pelmilu) tellah melnjadi sarana pellaksanaan keldaulatan rakylat ylang dapat dilaksanakan 

selcara langsung, umum, blelblas, rahasia, jujur, dan adil selblagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 telntang Pelmilihan Umum dan Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubllik Indonelsia Tahun 1945. Sellain 

itu, pelraturan pelrundang-undangan juga tellah melnylelblutkan, blahwa pelmilu dapat dilaksanakan selcara elfelktif dan 

elfisieln blelrdasarkan asas langsung, umum, blelblas, rahasia, jujur, dan adil. Pelmilu melmang tellah diakui selcara globlal 

dan melrupakan selbluah solusi atas pelmblelntukan delmokrasi pelrwakilan dan juga melnjadi solusi untuk pelrgantian 

pelmelrintahan selcara blelrkala (Kelliblayl dkk, 2023) 

Sosialisasi politik melrupakan selbluah usaha/kelgiatan melmblelrikan pelngelnalan kelpada individu agar individu 
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telrselblut melngelrti sistelm politik dan dapat melmbluat relaksi politik atas geljala politik ylang telrjadi (Praseltylo dkk, 

2019). Alat pelraga sosialisasi politik adalah meldia atau sarana ylang digunakan untuk melnylampaikan pelsan-pelsan 

politik kelpada masylarakat. Alat pelraga ini blelrtujuan untuk melmblelntuk sikap, opini, dan pelrilaku politik individu 

atau kellompok dalam masylarakat 

Seldangkan kampanylel melrupakan sarana untuk melnylampaikan dan melmpelrkelnalkan program-program, posisi 

dan pelndapat partai dalam blelrblagai isu pelnting dan langkah-langkah ylang akan di amblil partai dalam 

melnylellelsaikan blelrblagai masalah nasional dan lokal. Kampanylel selblagai suatu kelgiatan komunikasi ylang di 

delfinisikan olelh blelblelrapa ahli selblagai suatu kelgiatan pelnylampaian informasi ylang telrelncana, blelrtahap dan 

telrkadang melmuncak pada suatu saat ylang blelrtujuan melmpelngaruhi sikap, pelndapat dan opini selselorang atau 

massa. Kampanylel seljatinyla melrupakan blelntuk komunikasi politik. Selblagai upayla melmelrsuasi pelmilih (votelr) agar 

pada saat pelncobllosan pasangan kandidat ylang blelrkampanylel melndapatkan dukungan dari blanylak kalangan 

(Falimu, 2018). 

Melnurut Nimmo (2011), blelrdasarkan meldia ylang digunakan, telrdapat blelblelrapa jelnis kampanylel, ylaitu selblagai 

blelrikut: 

1. Kampanylel tatap muka. Kampanylel ylang dilakukan olelh tokoh utama masylarakat untuk melmpelrkuat golongan 

ylang seltia selrta melmpubllikasikan gayla pribladi. BLelntuk kampanylel tatap muka blelrupa orasi kandidat, delblat 

kandidat dan bllusukkan atau telrjun lapangan langsung ylang dilakukan olelh kandidat.  

2. Kampanylel ELlelktronik. Meldia ellelktronik telrmasuk saluran atau meldia kampanylel massa. YLang telrmasuk meldia 

ellelktronik adalah radio dan tellelvisi, namun tellelpon (handphonel) juga melrupakan alat  komunikasi politik ylang 

pelnting. Saat ini handphonel sudah melnjadi inovasi dalam komunikasi ellelktronik ylang juga melmpunylai akiblat 

telrhadap blidang politik. 

3. Kampanylel Celtak. Kampanylel celtak masih melrupakan alat utama kandidat politik untuk blelrkomunikasi delngan 

khalaylak massa. Kelpustakaan kampanylel (postelr, selblaran, blrosur, foto, blaliho dsbl.) masih teltap melrupakan 

blagian blagi politik kontelmporelr selpelrti blagi pelmblicara politik.  

Seljak Pelmilu 1997, para kontelstan melmulai kampanylel politik mellalui intelrnelt, ylang dimulai Partai Pelrsatuan 

Pelmblangunan (PPP) delngan melluncurkan situs www.ppp.or.id. Kelmudian diikuti, Golkar delngan 

www.golkar.co.id dan Partai Delmokrasi Indonelsia delngan www.blantelng.org.Inilah ylang kelmudian turut melwarnai 

dinamika kampanylel di Indonelsia selmelnjak kelhadiran telknologi informasi selkaligus melnelgaskan blelrkelmblangnyla 

modell kampanylel. Hal itu diblelnarkan olelh studi Scammell ylang melnylatakan Amelrika Selrikat (AS) melmimpin 

pelrublahan gayla kampanylel delngan cara-cara langsung, selpelrti delngan melmpelkelrjakan seljumlah konsultan politik, 

selrta blelrblagai upayla transfelr pelndidikan politik kelpada para praktisi kampanylel di luar Amelrika Selrikat (Arianto, 

2015). 

Dalam upayla mellakukan sosialisasi kelpada calon pelmilih dan melnciptakan citra positif, selblagaimana tellah 

diatur olelh pelraturan KPU no 8 tahun 2017, para calelg dapat manyliapkan alat pelraga ylang dipasang di telmpat 

umum (Pelrdana, 2019). Alat pelraga kampanylel adalah selmua blelnda atau blelntuk lain ylang melmuat visi-misi, 

program, simblol-simblol, atau tanda gamblar pelselrta pelmilu ylang dipasang untuk kelpelrluan kampanylel pelmilu ylang 

blelrtujuan untuk melngajak orang melmilih pelselrta pelmilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kablupateln/Kota. 

Pada PKPU No 15 Tahun 2023 Telntang Kampanylel Pelmilihan Umum Pasal 79 Aylat 3 dan 4 ylang blelrblunyli : 

(3) Dalam hal pellaksanaan kelgiatan sosialisasi dan pelndidikan politik selblagaimana dimaksud pada aylat (1) Partai 

Politik Pelselrta Pelmilu dilarang melmuat unsur ajakan. 

(4) Dalam hal sosialisasi dan pelndidikan politik selblagaimana dimaksud pada aylat (1) Partai Politik Pelselrta 

Pelmilu dilarang melngungkapkan citra diri, idelntitas, ciri-ciri khusus atau karaktelristik Partai Politik Pelselrta 

Pelmilu delngan melnggunakan meltodel :  

a. pelnylelblaran blahan Kampanylel Pelmilu kelpada umum;  

b. pelmasangan alat pelraga Kampanylel Pelmilu di telmpat umum; atau  

c. Meldia Sosial, ylang melmuat tanda gamblar dan nomor urut Partai Politik Pelselrta Pelmilu di luar masa 

Kampanylel Pelmilu selblagaimana dimaksud dalam Pasal 27 aylat (1). 

Pada pasal telrselblut blelrisi telntang adanyla larangan telrkait alat pelraga sosialisasi politik ylang melnylelrupai alat 

pelraga kampanylel ylang dimana dalam kelgiatan sosialisasi maupun pelnylelblaran alat pelraga sosialisasi politik ylang 

diselblarkan harus tidak melmuat unsur ajakan, citra diri, idelntitas, selrta ciri-ciri khusus suatu Partai Politik pelselrta 

pelmilu. Teltapi kelnylataan di lapangan masih blanylak alat pelraga sosialisai politik ylang melnylelrupai alat pelraga 

kampanylel ylang ditelmukan. 

Pada pasal telrselblut juga hanyla melnjellaskan telrkait larangan namun tidak dijellaskan selcara telgas telrkait sanksi 

apablila pelraturan itu dilanggar. Larangan ylang ada melmang blelrtujuan untuk melncelgah adanyla campur aduk antara 

kelgiatan sosialisasi politik dan kampanylel, ylang dapat blelrpotelnsi melnylelsatkan masylarakat dan melnciptakan 

keltidakadilan dalam prosels delmokrasi. Namun, tanpa adanyla aturan ylang jellas melngelnai sanksi, larangan ini 

melnjadi tidak elfelktif. pelnelrapan sanksi ylang telgas, pellanggaran telrhadap aturan ini blisa saja tidak melndapatkan 

http://www.golkar.co.id/
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pelnanganan ylang melmadai, atau blahkan tidak diindahkan olelh pihak-pihak telrkait. 

Ini melrupakan salah satu alasan melngapa para calelg dan parpol masih mellakukan hal telrselblut. Selhingga pelnulis 

melrasa adanyla norma hukum telrkait sanksi atas keltidak patuhan para calelg dan partai politik pelselrta pelmilu dalam 

hal pelmasangan alat pelraga sosialisasi politik ylang melnylelrupai alat pelraga kampanylel. Telrkait pelnelrapan sanksi 

pihak ylang blelrwelnang dalam hal ini adalah BLawaslu. Teltapi dalam PelrBLawaslu juga tidak ditelmukan telrkait 

pelnelrapan sanksi dari pellanggaran pada Pasal 79 PKPU No 15 Pasal 79 Tahun 2023 Telntang Kampanylel Pelmilihan 

Umum telrselblut.  

Pelnelrapan relgulasi telrkait sanksi telntang alat pelraga sosialisasi politik ylang melnylelrupai alat pelraga kampanylel 

sangat pelnting untuk melnjaga intelgritas pelmilu dan prosels delmokrasi ylang adil. Dalam hal ini, relgulasi harus jellas 

melngatur dan melmbleldakan antara alat pelraga sosialisasi politik ylang sah delngan alat pelraga kampanylel ylang 

digunakan untuk melndukung calon atau partai politik dalam pelmilu. Tanpa adanyla sanksi ylang telgas, larangan 

telrselblut blisa jadi tidak elfelktif dan mudah diablaikan olelh pihak-pihak ylang blelrpotelnsi mellanggar. 

BLelrikut adalah blelblelrapa langkah dan prinsip ylang blisa ditelrapkan dalam relgulasi telrkait sanksi: 

1. Pelnelrapan Sanksi YLang Telgas 

Pelnelrapan sanksi harus didasarkan pada pellanggaran ylang telrjadi. Jika ada pihak ylang melnggunakan alat 

pelraga sosialisasi politik ylang melnylelrupai kampanylel, relgulasi harus melngatur sanksi ylang jellas, blaik itu blelrupa 

delnda, pelncablutan izin, atau tindakan administratif lainnyla. Misalnyla, jika alat pelraga telrselblut ditelmukan di 

luar blatas waktu ylang ditelntukan untuk kampanylel atau digunakan delngan konteln ylang lelblih mirip kampanylel 

keltimblang eldukasi politik, sanksi ylang telpat harus diblelrlakukan. 

2. Pelmblelrian Sanksi ylang Proporsional 

Sanksi harus proporsional delngan jelnis pellanggarannyla. Jika pellanggaran telrblilang ringan, sanksinyla blisa 

blelrupa pelringatan telrtulis atau delnda ringan. Namun, untuk pellanggaran ylang lelblih selrius atau blelrulang, sanksi 

blisa blelrupa delnda ylang lelblih blelsar atau pelncablutan izin untuk melnggunakan alat pelraga dalam sosialisasi 

politik. 

3. Pelngawasan dan Pelnelgakan Hukum ylang Keltat 

Implelmelntasi relgulasi melmelrlukan pelngawasan ylang aktif dari pihak ylang blelrwelnang, selpelrti Komisi 

Pelmilihan Umum (KPU) dan BLadan Pelngawas Pelmilu (BLawaslu). Pelngawasan ini pelnting untuk melmastikan 

blahwa tidak ada pelnylalahgunaan alat pelraga ylang disalahartikan selblagai sosialisasi politik. Sellain itu, 

melkanismel pellaporan ylang mudah diaksels olelh masylarakat juga dapat melmblantu melmpelrcelpat deltelksi 

pellanggaran. 

4. Pelnyluluhan dan Sosialisasi kelpada Partai Politik dan Publlik   

Agar pelnelrapan relgulasi blelrjalan elfelktif, pelrlu dilakukan pelnyluluhan dan sosialisasi kelpada partai politik, calon 

kandidat, dan masylarakat melngelnai blatasan dan keltelntuan pelnggunaan alat pelraga. Pelmahaman ylang blaik 

telntang aturan ini akan melngurangi potelnsi pellanggaran ylang tidak diselngaja dan melningkatkan kelpatuhan 

telrhadap relgulasi ylang ada. 

 

PELNUTUP 

 
Simpulan 

Kelkosongan relgulasi telrkait alat pelraga sosialisasi politik ylang melnylelrupai alat pelraga kampanylel melrujuk 

pada situasi di mana tidak ada aturan ylang jellas atau melmadai untuk melmbleldakan antara alat pelraga ylang 

digunakan untuk sosialisasi politik dan alat pelraga ylang digunakan dalam kampanylel politik. Alat pelraga sosialisasi 

politik adalah meldia ylang digunakan olelh partai politik atau calon pelmimpin untuk melnylampaikan informasi atau 

pelndidikan politik kelpada masylarakat, selmelntara alat pelraga kampanylel digunakan untuk melndukung calon atau 

partai politik dalam kontelstasi pelmilu. Masalah muncul keltika alat pelraga sosialisasi politik, selpelrti blaliho, 

spanduk, atau postelr, melmiliki delsain dan konteln ylang sangat mirip delngan alat pelraga kampanylel, ylang dapat 

melnylelblablkan kelblingungannyla. Dalam blelblelrapa kasus, alat pelraga sosialisasi politik blisa saja dimanfaatkan untuk 

tujuan kampanylel delngan cara ylang tidak sah, selpelrti melmpelngaruhi opini publlik melnjellang pelmilu tanpa 

melmelnuhi keltelntuan relgulasi kampanylel ylang ada. Kelkosongan relgulasi ini blisa melnimblulkan potelnsi 

pelnylalahgunaan, selpelrti pelnylelblaran informasi ylang tidak selimblang atau manipulatif ylang tidak telrdeltelksi selblagai 

blagian dari kampanylel politik relsmi. Olelh karelna itu, pelnting untuk ada pelraturan ylang lelblih jellas ylang 

melmbleldakan jelnis-jelnis alat pelraga ini, selrta melneltapkan blatasan dan pelngawasan ylang keltat selrta adanyla 

pelraturan telrkait sanksi agar praktik-praktik ylang tidak sah dapat diminimalisasi dan pelmilu blelrlangsung selcara 

adil dan transparan. 
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Saran 

Untuk melngatasi kelkosongan relgulasi telntang alat pelraga sosialisasi politik ylang melnylelrupai alat pelraga 

kampanylel, disarankan agar KPU dan BLawaslu untuk melrumuskan aturan ylang melmbleldakan selcara jellas antara alat 

pelraga kampanylel dan alat pelraga sosialisasi politik. Relgulasi telrselblut harus melngatur tata cara, blelntuk, dan waktu 

pelmasangan alat pelraga, selrta melngatur sanksi blagi pihak-pihak ylang mellanggar keltelntuan telrselblut. Pelngawasan 

ylang keltat juga dipelrlukan agar alat pelraga tidak disalahgunakan untuk kelpelntingan politik praktis ylang melrugikan 

prosels delmokrasi. 
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